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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN-P. Notaris 

memiliki wewenang yang sifatnya umum sedangkan wewenang pejabat 

lain bersifat pengecualian.1 Keberadaan Notaris diperlukan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hukum yang memerlukan dokumen (akta 

autentik) di bidang hukum perdata, oleh karena itu Notaris berperan 

dan memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat, salah 

satunya adalah dalam bentuk pembuatan akta  pengalihan hak dalam 

bidang HKI.2 

Undang-Undang Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa suatu 

hak dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, 

perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian berbagai cara 

peralihan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan, salah satunya dalam 

bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis disini secara umum dapat 

                                                           
1
 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga (Jakarta, 1980), p. 30. 

2
 Annalisa Yahanan and Elmadiantini, ‘Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam 

Peralihan Kekayaan Intelektual’, Lambung Mangkurat Law Journal, 4.1 (2019), p. 60. 
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diartikan dengan cara di bawah tangan atau dengan akta notaril. 

Undang- Undang Kekayaan Intelektual seperti: Hak Cipta, Hak Paten,  

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan 

Merek tidak menyebutkan secara eksplisit menggunakan akta notariil, 

tetapi disebutkan dalam bentuk perjanjian (tertulis). Perjanjian tertulis 

mempunyai makna sebagai perjanjian di bawah tangan yang artinya 

dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan campur tangan pejabat umum 

(notaris).3 

Paten merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau 

lebih dikenal dengan istilah HKI yaitu merupakan hak eksklusif yang 

diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun 

lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan 

mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau 

diciptakan. HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju 

perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan 

umat manusia.4 Pemegang paten berhak memberikan lisensi seperti 

yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2016 Tentang Paten yang menyebutkan “Pemegang Paten berhak 

memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi 

baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 13 

                                                           
3
 Richard Cisanto Palit, ‘Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di 

Pengadilan’, Lex Privatum, 3.2 (2015), p. 137. 
4
 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Sinar Grafika, 2009), p. 6. 
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Tahun 2016 Tentang Paten yaitu tentang hak dan kewajiban pemegang 

paten. 

Berbeda dari pengalihan Paten yang kepemilikan haknya juga 

beralih, Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat 

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu. Sehingga, Perjanjian Lisensi dapat 

mencakup semua atau sebagian perbuatan. Pemegang Paten dalam hal 

ini tetap berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali diperjanjikan 

lain.5 

Lisensi adalah suatu pemberian hak yang menimbulkan suatu 

perikatan yang bersifat ekslusif maupun non-ekslusif. Sebagai suatu 

perikatan pemberian lisensi tersebut memberikan hak kepada pemberi 

lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi. Secara umum dapat 

artikan bahwa kontra prestasi yang diharapkan oleh pemberi lisensi 

adalah dalam bentuk pembayaran (license fee atau Royalty). Namun 

ternyata tidak hanya sampai di situ saja kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh penerima lisensi paten tersebut. Pemberi lisensi 

merasa berkepentingan agar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang 

dilisensikan olehnya kepada penerima lisensi dapat dijaga 

keutuhannya termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan 

                                                           
5
 Tasya Safiranita Ramli and Sherly Ayuna Putri, ‘Tinjauan Hukum Perbedaan Pengalihan 

Hak Paten Dengan Perjanjian Lisensi Pada Hukum Perdata’, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis 
Dan Investasi, 10.1 (2018), p. 100 <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1012>. 
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mengakibatkan kerugian moril maupun materiil bagi pihak pemberi 

lisensi.6 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 

Tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan 

persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Invensi merupakan 

perancangan atau penciptaan sesuatu yang sebelumnya belum pernah 

ada, hal ini berkaitan dengan penemuan baru dan hak paten.7 Dalam 

proses perolehan paten memiliki langkah, dan juga syarat didalamnya, 

yang harus dipenuhi untuk dapat mematenkan suatu invensi.   

Adapun syarat terhadap invensi yang dapat diberi paten adalah 

invensi baru, jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama 

dengan teknologi yang diungkap sebelumnya serta Invensi 

mengandung langkah inovatif, jika invensi tersebut merupakan hal 

yang tidak diduga sebelumnya  bagi seseorang yang mempunyai 

keahlian tertentu dibidang teknik,  invensi tersebut dapat diterapkan 

dalam industri,  artinya invensi yang dapat dipatenkan adalah invensi 

yang dapat digunakan di bidang industri, dan mengandung langkah 

inventif (kebaharuan). 

                                                           
6
 Gunawan Widjadja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi Dan Waralaba (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), p. 5. 
7
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), p. 585. 
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Hak paten sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dapat beralih atau 

dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara pewarisan, 

hibah, wasiat, wakaf, perjanjan tertulis dan sebab lain yang dibenarkan 

berdasarkan ketentuan peraturan undang – undang. 

Perjanjian lisensi pada umumnya dapat dibagi menjadi dua, 

yakni:8 

1. Perjanjian Lisensi secara eksklusif adalah perjanjian lisensi 

eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari 

pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa 

dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk 

menggunakan paten atau nama dirinya sendiri. Perjanjian 

lisensi semacam ini dilarang memberikan lisensi yang sama 

kepada yang lain lagi. 

2..Perjanjian lisensi non eksklusif adalah penerima lisensi tidak 

mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi 

tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi. Pemilik atau 

pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non 

eksklusif tetap dapat bebas memberikan atau mengadakan 

perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi. 

 Perjanjian lisensi hak atas paten, berisi pemegang hak memberi 

izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk 

                                                           
8
 Retna Gumanti, ‘Perjanjian Lisensi Di Indonesia’, Al-Mizan, 12 (2016), p. 256. 
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melaksanakan( paten) perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak 

kekayaan intelektual, berupa hak untuk membuat, menggunakan, 

menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk 

dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi paten.9 

Lisensi paten hendaklah mengandung itikad baik pada saat 

membuat perjanjian lisensi. Hal ini dimaksudkan karena perjanjian 

lisensi bukanlah suatu perjanjian pengalihan hak namun merupakan 

pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain 

dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.10 

Berdasarkan contoh kontrak lisensi yang ada, ada beberapa hal yang 

mungkin saja bisa terjadi dan dapat merugikan si pemberi lisensi paten 

ini sehingga mengakibatkan pemutusan perjanjian secara sepihak bisa 

dilakukan, diantaranya: penerima lisensi tidak konsisten dalam 

menggunakan paten yang dilisensikan, penerima lisensi tidak 

membayar royalty sesuai dengan yang diperjanjikan, penerima lisensi 

tidak menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dan tindakan lain yang 

di larang dalam perjanjian tersebut. 

Dalam permbuatan perjanjian lisensi para pihak hendaklah 

mencantumkan klausul-klausul yang bersifat larangan atau anjuran 

yang telah disepakati bersama, hal itu dilakukan guna mengetahui hal-

                                                           
9
 Gumanti, ‘Perjanjian Lisensi Di Indonesia’, p. 259. 

10
 Ida Rofida, ‘Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Hak Atas 

Kekayaan Intelektual’, Jurnal Cita Hukum, 3.1 (2015), p. 154 
<https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1847>. 
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hal  apa saja yang dilarang dalam perjanjian tersebut demi 

meminimalisir terjadinya pelanggaran. 

Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang 

salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang 

memperluas atau membatasi. Dalam sebuah perjanjian harus 

mengandung klausula – klausula yang telah di sepakati oleh kedua 

pihak.  

Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi 

tentang: 

(a) tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi; 

(b) nama dan alamat lengkap serta konsumen tangan para pihak yang 

mengadakan perjanjian lisensi; 

(c) obyek perjanjian lisensi; 

(d) jangka waktu perjanjian lisensi; 

(e) dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang; 

(f)  pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif; 

(g)  jumlah royalti dan pembayarannya; 

(h) dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih 

lanjut kepada pihak ketiga; 

(i)  batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; 

dan 
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(j) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya 

yang telah dilisensikan.11 

Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan 

jenis perjanjian innominant yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau 

perjanjian diluar KUH Perdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak 

diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan 

pelaksanaan perjanjian lisensi paten ini berlaku prinsip umum 

perjanjian dalam KUH Perdata.12 

Dalam perjanjian lisensi Pemberi dan Penerima Lisensi Paten 

tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan sebuah 

pejanjian lisensi yang telah di sepakati. Jenis hak dan kewajiban para 

pihak dalam suatu perjanjian lisensi dapat ditetapkan secara bebas 

sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut. Hal 

ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas 

hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas Kebebasan 

Berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu 

untuk mengatur hak dankewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.  

Perjanjian lisensi dibuat atas asas kebebasan berkontrak dan 

atas kesepakata para pihak. Namun, Di dalam perjanjian lisensi paten 

yang tidak bisa dihindari oleh para pihak dan harus diantisipasi 

sebelumnya adalah jika terjadi sengketa diantara mereka. Sengketa 

                                                           
11

 Sulasno Sulasno, ‘Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum 
Perjanjian di Indonesia’, ADIL: Jurnal Hukum, 3.2 (2019), 352. 

12
 Insan Budi Maulana, Lisensi Paten (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), p. 15. 



23 
 

 
 

yang sering terjadi dalam hal perjanjian lisensi biasanya terkait hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan hal ini maka, hak dan 

kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi merupakan hal 

yang wajib diperhatikan dan menjadi acuan isi sebuah perjanjian 

lisensi. Hak dan kewajiban para pihak inipun jika tidak terpenuhi dan 

disalahgunakan bisa dijadikan sebuah alasan adanya sengketa dan 

penyalahgunaan perjanjian lisensi.13 

Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi 

sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi 

merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban 

para pihak merupakan timbal balik antara keduanya.14 

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Lisensi. 

Hak Pemberi lisensi : 

1. Menerima pembayaran royalty sesuai dengan perjanjian yang telah 

disetujui para pihak, 

2. Melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain, 

3. Menuntut pembatalan terhadap perjanjian lisensi apabila penerima 

lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. 

Kewajiban Pemberi lisensi : 

1. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang 

dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi 

                                                           
13

 Rofida, p. 161. 
14

 Gumanti, ‘Perjanjian Lisensi Di Indonesia’, p. 253. 
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lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat 

dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah 

kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan “specification”, 

“drawing” dan informasi yang cukup dan diperlukan oleh penerima 

lisensi untuk menjalankan lisensi tersebut. 

2. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. 

Pemberi lisensi dibidang know-how, misalnya berkewajiban untuk 

menjaga agar informasi mengenai know how yang dilisensikan 

adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya. 

3. Jaminan (warranty). Klausula tentang masalah jaminan yang memuat 

ketentuan-ketentuan yang berisi jaminan, atas kesamaan kualitas 

produk dengan apa yang diproduksi oleh licensor, untuk membuat 

atau mengasemblingkan produk, atau memberikan pendidikan dan 

latihan tenaga kerja yang melaksanakan teknologinya. Lebih dari itu 

diberikan jaminan perlindungan dari pihak ketiga yang mungkin 

timbul karena adanya kekuarangan atau cacat, yang tersembunyi 

atau yang kelihatan dalam desain dan pembuatan produk.  Pada 

beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan 

mencantumkan “no warranty clause”. Dengan klusula ini, pemberi 

lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima 

lisensi,  
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b. Hak dan Kewajiban Penerima lisensi. 

Hak penerima lisensi : 

1..Melaksanakan paten sesuai dengan jangka waktu yang telah di     

ditentukan dala perjanjian, 

2..Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila 

diperjanjikan, 

3. Menuntut pembatalan terhadap perjanjian lisensi apabila penerima     

lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, bab III 

4..Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan paten yang  

dilisensikan, yang diperluka oleh penerima lisensi untuk 

melaksanakan lisensi yang diberikan tesebut, 

5. Mendapatkan bantuan tenaga ahli dan pelatihan dari pemberi lisensi 

mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan paten yang 

dilisensikan, termasuk alih teknologi,  

6. Melakukan pengembangan paten yang dilisensikan, 

7. Melakuakn permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi 

8..Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran paten yang 

dilisensikan. 

Kewajiban penerima lisensi : 

1..Kewajiban membayar royalty; Membayar royalty merupakan 

kewajiban utama dari penerima lisensi. 
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2. Kewajiban lain; Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban 

untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian 

lisensi, namun apabila penerima lisensi setuju membayar suatu 

jumlah minimal royalty tertentu tanpa melihat apakah ia akan 

mempergunakan haknya atau tidak dalam hal non ekslusive lisence 

agreement, penerima lisensi berkewajiban untuk: 

a. Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan 

b. Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi 

c. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 

d. Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk 

e..Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-    

persyaratan  dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.15 

Pelanggaran dalam perjanjian lisensi Paten tentunya timbul 

karena salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam 

sebuah perjanjian, termasuk pelanggaran klausula dalam perjanjian 

tersebut. Dalam perjanjian lisensi haruslah di buat secara detil dan 

tegas mengenai larangan atau anjuran dalam perjanjian tersebut, 

karena pada dasarnya dalam perjanjian lisensi dilarang memberikan 

lisensi lebih lanjut kepada pihak lain kecuali diperjanjikan lain. Hal ini 

berarti dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih 

lanjut kepada pihak ketiga tergantung dalam isi perjanjian lisensi 

tersebut. Apabila terdapat klausul mengenai larangan bagi penerima 
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 Soemantoro, Masalah Pengaturan Alih Teknologi (Bandung Alumni, 1993), p. 43. 
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lisensi untuk melisensikan lebih lanjut kepada pihak ke tiga maka 

penerima lisensi tidak berhak memberikan lisensi tersebut kepada 

pihak lain, begitupun sebaliknya. 

Jika dalam perjanjian tersebut tidak terdapat kalusula mengenai 

boleh atau tidaknya pemberian sub lisensi lanjut kepada pihak lain, hal 

ini dapat memicu terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, 

yaitu pihak penerima lisensi melisensikannya dengan pihak lain demi 

mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa sepengetahuan 

pemgegang paten tersebut. Hal ini dapat menjadi sengketa, karena 

perjanjian lisensi merupakan perjanjian pengalihan hak dan 

mengasilkan royalti dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka 

setiap pihak pun ingin mendapatkan royalti yang besar. Dengan itu 

timbullah pelanggaran terhadap Perjanjian lisensi, Perjanjian lisensi 

disalahagunakan pastinya untuk keperluan pribadi dan hasil royalti 

yang sangat menguntungkan.16 

Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta 

perlindungan hukum melalui formulasi akta otentik yang dibuatnya. 

Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan 

kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. 

Menurut R. Subekti bahwa “dari suatu perkara perdata alat bukti (alat 

pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu 
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 Rofida, p. 162. 
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perkara pidana kesaksian”.17 Pelaksanaan perjanjian lisensi harus 

diatur sedemikian rupa agar para pihak dapat mengetahui secara pasti 

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hal inilah yang mendasari 

penulis tertarik mengangkat tema ini yang akan lebih lanjut dituangkan 

dalam sebuah tesis, dengan judul ”PELANGGARAN LISENSI PATEN 

OLEH PENERIMA LISENSI TERKAIT DENGAN KLAUSULA 

PEMBERIAN LISENSI TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN 

UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, 

maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan lisensi berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ? 

2. Apa akibat hukumnya jika pihak penerima lisensi melanggar isi 

perjanjian lisensi terkait klausula pemberian lisensi kepada pihak 

ketiga yang dituangkan dalam Akta Notaris ? 

3. Bagaimana Peran Notaris terkait dengan pembuatan perjanjian 

lisensi yang di tuangkan dalam akta Notaris ? 

 

 

                                                           
17

 Pendapat R. Subekti Didasarkan Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 
Dan 164 RIB (Pasal 283 RDS) Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Meliputi: Bukti 
Tertulis, Bukti Dengan Saksi-Saksi, Persangkaanpersangkaan, Pengakuan Dan Sumpah. Lihat Ibid., 
hal. 19. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisis secara yuridis pengaturan lisensi yang ada di 

Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Paten. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi pelanggaran isi 

perjanjian lisensi terkait pelanggaran klausula yang dibuat 

secara Akta Notaril. 

3. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian 

lisensi secara akta Notaril. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoristis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

melengkapi dan memperkaya ilmu pengetahuan serta 

menjadi sebuah referensi dalam rangka pembangunan hukum 

kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan Perjanjian 

Lisensi. 

 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Notaris 

Sebagai Acuan Bagi Notaris untuk menggunakan prinsip 

kehati – hatian dalam pembuatan akta perjanjian, bawha 
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dalam perjanjian harus memuat hak dan kewajiban para pihak 

secara detail dan jelas. Serta memperhatikan pemakaian 

kalimat atau bahasa dalam perjanjian jangan sampai 

mengandung multi tafsir. 

 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan secara yuridis 

dalam pembuktian akta otentik dari Notaris. 

 

c. Bagi Para Pihak 

Sebagai tambahan bahan kajian bagi pihak pemegang dan 

penerima lisensi, sehingga dalam suatu perjanjian harus 

melaksanakan sesuai isi perjanjian agar tidak terjadinya 

sengketa yang dapat merugikan para pihak. 

D. Kerangka Teoritis 

1. Grand Theory 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan teori 

keadilan yang di kembangkan oleh Jhon Rawls 1971 sebagaimana 

yang telah di tulis olehnya dalam bukunya yang berjudul “A 

Theory Of Justice”. Dalam buku ini disebutkan bahwa Theory ini 

memiliki konsep “Justice as fairness” yang artinya (Keadilan 

sebagai sebuah kejujuran). Yang maksudnya adalah keadilan 

merupakan suatu keseimbangan dantara kepentingan pribadi 
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dengan kepentingan bersama. Sehingga mengakibatkan adanya 

kestabilan hidup manusia.18 

Adapun menudur Darji Darmodihadjo yang mengemukakan 

bahwa keadilan adalah suatu penilaian kepada siapapun 

sebagaimana yang telah menjadi haknya dengan cara bertindak 

proporsional dan tidak melanggar hukum.19 Semua orang dapar 

menganggap bahwa keadilan adalah Realitas absolute sehingga 

dapat diasumsikan sebatas pemahaman yang hanya dapat 

diperoleh secara persial yang hanya dapat diperoleh bagi orang 

yang bersifat filosofis. Sehingga sulit dipahami bagi orang yang 

memandang keadilan itu sendiri hanya dapat diperoleh dari 

pandangan umum dan dunia secara umum. 

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi 

keadilan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian termasuk 

perjanjian lisensi itu sendiri. Karena pada idealnya produk hukum 

yang berupa perjanjian (perjanjian lisensi) haruslah memberikan, 

keadilan, kemanfaatan, serta kepastian kepada semua pihak, 

karena keadilan, kemanfaatan serta kepastian itulah yang menjadi 

tujuan hukum.  

2.  Middle Range Theory 

                                                           
18

 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawis Dan Habermas (Jakarta: 
Gramedia, Pusaka Utama, 2008), p. 25. 

19
 Darji Darmodiharjo, Pokok - Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka 

Utama, 1995), p. 134. 
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Dimana teori ini menggunakan teori perlindungan hukum 

yang telah dikembangkan sebelumnya oleh Fitzgerlad Salamond 

dan Philipus M. Hadjon. Dimana menurut Salamond sendiri 

mengatakan bahwa Mindley Range Theory adalah : “Hukum 

bertujuan untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan 

berbabagai hal mengenai kepentingan dalam masyarakat dengan 

cara membatasinya kepentingan perlindungan tersebut agar dapat 

dilakukan (membatasi kepentingan pihak lain agar pihak lainnya 

dapat memperoleh perlindungan hukum)”. Menurut Philipus M. 

Hadjon perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua bagian 

yakni perlindungan hukum Prefentif dan perlindungan hukum 

Represif. Apabila perlindungan ini di terapkan kedalam proses 

peralihan hak Paten maka antara lain : 

a. Perlindungan hukum Prefentif bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum dan juga mencegah akan terjadinya 

perselisihan. Hal ini, di lakukan dengan cara awal 

kesepakatan antara para pihak yang akan melakukan proses 

perjanjian lisensi dan juga perjanjian lainnya terkait hal yang 

di timbulkan atas peralihan hak Paten tersebut. 

b. Perlindungan hukum reprensif bertujuan untuk menyelesaikan 

perselisihan. Dan ini merupakan peran dari Notaris agar para 

pihak tidak terlibat dalam perselisihan dan juga menjadi salah 
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satu pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal proses 

Perjanjian lisensi tersebut. 

Berdasarkan teorti perlindungan hukum ini maka dapat di 

pahami bahwa perjanjian lisensi merupakan sarana atas pihak 

yang memiliki paten tersebut dengan pihak lainnya yang berniat 

menggunakan hak paten tersebut dengan cara lisensi. Dengan 

persetujuan pihak pertama. Dengan hal ini tentu dilakukan 

dengan perjanjian sehingga memberikan persamaan hak dan 

keadilan selanjutnya bagi para pihak.  

3. Applied Theory 

Penelitian ini merupakan Risk Theory atau Teori Resiko 

yang mana teori ini ke kembangkan oleh Robert M. Sherwood. 

Teori ini mengakui bahwa HAKI merupakan suatu hasil karya yang 

rentan akan resik termasuk paten itu sendiri.  Adapun hal yang 

menjadikan resiko apabila hak tersebut di gunakan dengan ilegal 

maka dapat merugikan pihak lain secara ekonomi ataupun moral. 

Inilah yang coba dilindungi atas teori ini.  

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menjadi 

pedoman atau acuan yang akan memudahkan proses penulisan. 

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara Normatif dan 

Empiris sehingga memungkinkan untuk menyusun kerangka 

konseptual tersebut. Sekaligus dalam hal merumuskan definisi 
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tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan operasional dalam 

proses pengumpulan, pengolahan, anlisis, dan konstruksi data.20 

Untuk memperoleh perjalanan yang relevan di dalam 

pengkajian ilmiah penulisan ini terdapat beberapa istilah – istilah 

diantaranya : 

1. Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu 

objek yang di lindungi HKI untuk jangka waktu tertentu, sebagai 

imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib 

membayar royalty dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu 

tertentu.  
 

2. Perjanjian Lisensi eksklusif' adalah perjanjian yang hanya 

diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/atau dalam wilayah 

tertentu. Sementara, yang dimaksud dengan Perjanjian Lisensi 

non-eksklusif adalah perjanjian yang dapat diberikan kepada 

beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah. 

 

3. Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang 

salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang 

memperluas atau membatasi. Dalam menentukan klasula dalam 

perjanjian tentu saja harus di landasi dengan prinsip kebebasan 

berkontrak, prinsip konsensualaisme, prinsip kesamaan derajat, 

prinsip saling menguntungkan, dan prinsip itikad baik. Jika 

terjadi sengketa antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

lisensi, maka para pihak bias menyelesaikannya menurut hukum 

kontrak yang ada dengan mengajukan gugatan pada pengadilan 

dengan alasan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Di 

samping itu para pihak bisa mengatur tentang penyelesaian 

                                                           
20

 Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), p. 12. 
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sengketa melalui alternative dispute resolution (ADR) dalam 

klausul khusus tentang itu, misalnya melalui arbitrase.21 

 

4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 

inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau 

memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. 

 

5. Licensor adalah pihak yang memiliki hak paten dan memberikan 

izinnya kepada licensee, sedangkan licensee adalah pihak yang 

menerima lisensi yang diberikan oleh Licensor. 

 

6. Pihak ketiga adalah perorangan atau sekelompok orang atau 

suatu lembaga yang tidak ikut serta didalam perjanjian. 
 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

Normatif. Dimana penelitian Normatif ini adalah suatu penelitian 

hukum berdasarkan kepada kepustakaan. Adapun menurut 

Bambang Waluyo penelitian hukum Normatif sendiri adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara focus pada studi 

kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana dari kedua sumber 

tersebut ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau badan 
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 ‘Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Klausul (Diakses Pada 02 Agustus 2020, Pukul 
22.07)’. 
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hukum yang lain. Seperti mengumpulkan data – data sekunder 

baik berupa bahan hukum sekunder, permier dan tertier. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam 

menjawab permasalahan dari penelitian ini ialah menggunakan : 

a. Pendekatan perundang-undangan  

Dilakukan dengan cara memahami peraturan perundang-

undangan yaitu  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 

ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004,  

 

b.  Pendekatan Konspetual 

Dilakukan dengan cara melakukan penelusuran yang 

mengacu .kepada sumber hukum skunder seperti pandangan 

atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga 

dapat memberikan pengertian-pengertian hukum  serta asas 

hukum yang relevan dalam permasalahan yang sedang 

dihadapi. 

3.  Sumber Hukum Penelitian 

Adapun sumber – sumber yang digunakan dalam penelitian 

ini menjadi acuan guna memperoleh informasi serta pemikiran 



37 
 

 
 

konseptual dari penelitian pendahulu (perundang-undangan dan 

karya ilmiah. Adapun sumber hukum yang digunakan antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum 

yang mengikat seperti norma hukum atau kaidah hukum, 

peraturan perundang-undangan, dan juga bahan hukum lainnya 

yang masih berlaku. Adapun bahan hukum yang dimaksud 

adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris; 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang berhubungan atau berkaitan 

dengan objek penelitian ini seperti : Buku-buku tentang Paten, 

Jurnal-jurnal, dan juga literatur lainnya seperti Internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait 

atas bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. 

Yang mana bahan hukum tersier ini adalah Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia 
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G. Teknik Pengumpulan Bahan Peneltian 

 Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber 

bahan hukum berupa studi dokumen untuk kepustakaan. Dimana 

dilakukan dengan cara membaca dan juga mempelajari literatur, 

artikel ilmiah, majalah dan bahan – bahan bahan lainnya yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini serta memahami terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Bahan – bahan hukum yang telah penulis peroleh kemudian 

di seleksi, dan di klarifikasi dengan bahan-bahan hukum lainnya 

yang relevan baik itu dari peraturan perundang-undangan maupun 

literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di 

bahas. 

H. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah 

tersebut, kemudian dianalisa kedalam bentuk tafsiran (Iventarisasi) 

terutama penafsiran sistematis. Adapun caranya dengan 

menghubungkan serta mengkaitkan dengan pasal yang lain di 

dalam suatu Undang - Undang. Dengan teknik pengolahan inilah 

maka diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang 

komprehensif mengenai cara penyelesaian dari suatu 

permasalahan, serta dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan 

yang dibahas tersebut. 
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I. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan pada tesis ini menggunakan 

metode berpikir secara deduktif. Maksud dari menggunakan 

metode berpikir deduktif ini adalah metode berfikir yang 

menggunakan daya nalar yang dirumuskan berdasarkan hal - hal 

yang bersifat umum yang kemudian di kelompokkan secara khusus 

sesuai kasus kemudian diterapkan pada keadaannya secara 

langsung. Yang kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi sebagai 

kesimpulan akhir sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas 

dalam penelitian ini. 
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